SALINAN

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) 006 DI PADUKUHAN WATUGEDUG
DAN RUKUN TETANGGA (RT) 010 DI PADUKUHAN PRINGGADING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pemekaran RT
Padukuhan Watugedug dan Pringgading;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Peraturan
Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kalurahan, bahwa Pembentukan,
penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan
dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan rekomendasi Panewu Pajangan
Nomor B/400.10.2/00009 tanggal 31 Maret 2023
tentang Rekomendasi Pembentukan RT 010 Pringgading
dan RT 006 Watugedug Guwosari.

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Kalurahan tentang
Pembentukan RT 006 di Padukuhan Watugedug dan RT
010 di Padukuhan Pringgading;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
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Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
87);

Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa
Guwosari Periode 2018 - 2024 (Lembaran Desa
Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari
Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2021
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
(Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 7);
Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun
2022 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI

Menetapkan

dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) 006 DI
PADUKUHAN WATUGEDUG DAN RUKUN TETANGGA (RT)
010 DI PADUKUHAN PRINGGADING.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
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asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat

yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam

rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar
tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Kepala keluarga adalah:

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai
hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain dimana
beberapa orang tinggal bersama

Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan

kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan

perangkat daerah Kabupaten.

Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas

dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah

dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan

unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II
PEMBENTUKAN RT
Pasal 2

RT yang dibentuk berkedudukan di Padukuhan Watugedug dan Padukuhan
Pringgading.

Pasal 3

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.
b.

RT 006 di Padukuhan Watugedug; dan
RT 010 di Padukuhan Pringgading.



BAB III
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 4
Dengan terbentuknya RT 006 di Padukuhan Watugedug dan RT 010 di Padukuhan
Pringgading, warga yang masuk di wilayah RT baru wajib menyesuaikan dokumen
administrasi kependudukan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
Masa bakti Pengurus RT 006 Padukuhan Watugedug dan RT 010 Padukuhan
Pringgading, berakhir menyesuaikan dengan Pengurus RT yang lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Segala ketentuan terkait Peraturan Kalurahan ini mengacu pada Peraturan
Kalurahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 23 Mei 2023
LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD
Diundangkan di Guwosari

Pada tanggal 23 Mei 2023
CARIK,

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 4
NO. REG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL : (06/2023)




